
BUPATI MUSI RAWAS
PERATXIRAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 0^ TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Desa Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428(5);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5657);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21; Peratiiran
Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 tentang Pedoman
Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan 0:rang
Pribadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN
MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Musi Rawas beserta perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten
Musi Rawas.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang merniliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa
masyarakat, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam
Kabupaten Musi Rawas.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan N<jgara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain ditantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana
Kewilayahan yang terdiri atas Sekretariat Desa dan pelaksana teknis lapangan
(kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur
kewilayahan (kepala dusun).



11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa
dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

13. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
desa tersebut.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

17. Program adalah Instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau
lebih. kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi Pemerintah Desa.

18. Kegiatanadalah bagjan dari program yang dilaksanakan oleh satu. atau lebih. unit
kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

19. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
(DURKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan
Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya balk dari APBN,,
APBD (Propinsi, Kabupaten) APBDesa, Swadaya masyarakat dan Kerjasama
dengan Pihak Ketiga.

20. Sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan
sumber daya ftsik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk
menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya
pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya
berupa masalah Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Keamanan.

21. Kalender Musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam
kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah
yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan
berulang-ulang.

22. Bagan Kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lemt:>aga-
lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi
masyarakat.

24. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pengawasan keuangan desa.

25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa dengan mernperhatikan Azas-azas Transparan,
Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut FTPKD
adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

27. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa.

28. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

29. Bendahara Desa adalah staf secretariat desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPd, yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

31. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

32. Penerimaan Desa adalah Uang yang masuk ke Kas Desa.

33. Pengeluaran Desa adalah Uang yang keluar dari Kas Desa.

34. Pendapatan Desa adalah Hak pemerintah desa yang diakui sebagai penarr'bah
nilai kekayaan bersih.

35. Belanja Desa adalah Hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

36. Pembiayaan adalah Transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup
selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.

37. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut
SilPA adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja
desa dan merupakan komponen pembiayaan.

38. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli
atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

39. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil
dari anggaran belanja desa.

40. Anggaran belanja tidak terduga adalah Anggaran yang tidak direncanakan
dan digunakan untuk penanganan bencana alam bencana sosial atau
pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintahan desa.

41. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran
Eembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
ulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan

pemerintahan desa.

42. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk Tamah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan
Aset tetap lainnya.

43. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan
biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

44. Pasar Desa adalah Pasar Tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola
serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

45. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerinlah,
Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat setempat dengan tempat usaha
berupa Tojco, Kios, Los dan Tenda atau nama lain sejenisnya yang
dinuBki/dikelola oleh pedagang kecil menengah dengan skala usaha kecil dan
model kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar.



46. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisabkan
guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

47. Tanah Desa adalali Barang Milik Desa dapat berupa tanah bengkok atau
kuburan

48. Pungutan/Urunan Desa adalah Pembebanan pungutan berupa sejumlah uang
terhadap warga masyarakat desa dengan klasifikasi tertentu, atas pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah desa atau wujud partisipasi masyarakat desa dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan
Eemerintahan desa yang besaran nilainya berdasarkan hasil musyarawah dan

esepakatan Pemerintah Desa dengan BPD serta memperhatikan aspirasi
masyarakat desa serta dituangkan dalam Peraturan Desa. Pungutan desa tidak
boleh dikenakan terhadap objek tertentu yang telah dikelola / dipungut dan
menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah
Kabupaten.

49. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan di desa yang mengalami kejadian bencana
olam (banjir, longsor, gempa bumi), kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau
gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah desa yang beraldbat
pelaksanaan APBDesa yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sesuai
dengan jadwal pengalokasian yang ditetapkan, sehingga dipadang p>erlu
dilakukan perubahan APBDesa.

50. Keadaaan luar biasa adalah suatu keadaan di mana masyarakat desa terjangkit
wabah penyakit berbahaya/menular yang merata dan luas, sehingga
penanganan antisipasi yang segera dari berbagai pihak, sehingga alokasi
anggaran dalam APBDesa terpaksa digunakan untuk penanganan wabah
penyakit tersebut.

51. Kas Desa adalah Tempatpenyimpanan uang desa yang ditentukan oleh kepala
desa untuk menampung seluruh penerimaan desa baik yang disimpan dalam
rekening dibank maupundalam brankas bendahara desadan tercatat dalam Etuku
Kas UmumDesa serta digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

52. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat penyimpanan uang desa yang
ditentukan oleh kepala desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang
ditetapkan.

53. Notulen adalah Naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau
rapat.

54. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan
dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk aparat pemerintah desa,
anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur
terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung , serta
pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu
tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam
pekerjaan tersebut.

55. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya
menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja,
berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan
atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang clirnintaoleh pemberi kerja.

BAB II

AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.



BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan
kekayaan desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai
kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKD;

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa;

f. menetapkan bendahara desa;
g. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
h. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pasal 4

(1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa,
terdiri dari :

a. Sekretaris Desa/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa;

b. Kepala Seksi; dan

c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Sekretaris Desa/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

(2) Sekretaris Desa/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa selaku koordinator
pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
b. menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan

Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
e. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBDesa;
f. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
g. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

APBDesa.



Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berundak
sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama lembaga Kemasyarakatan Desa

yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran

belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksaniaan

kegiatan.

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh
staf pada urusan keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

(3) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan
minimal berpendidikan SLTA (SMU/SMK) atau yang sederajat dan berusia
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

(4) Bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (3) bukan merupakan suami/istri
atau ayah/ibu atau anak dan kakak/adik kandung Kepala Desa.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 8

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
a. pendapatan desa;

b. belanja desa; dan

c. pembiayaan desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupeikan
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh desa.



(2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,
terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa;

b. Pendapatan Transfer

c. Pendapatan Iain-lain.

(3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, terdiri atas jenis :

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Pasal 10

(1) Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a antara
lain adalah Badan Usaha Milik Desa, tanah kas desa dan usaha-usaha lain
milik desa.

(2) Hasil Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b antara lain
Kebun Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum,
jaringan irigasi, dan lain-lain yang ditetukan sebagai asset desa.

(3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat
(3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibalkan
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(4) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3)
huruf d antara lain hasil pungutan desa.

(5) Hasil pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dituangkan
dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b,
terdiri atas :

a. Dana desa

b. Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan dana
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang
diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah.

(3) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten setiap tahun anggaran.

(4) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pengalokasiannya
mempertimbangkan :
a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan

tingkat kesulitan geografis desa.
c. Pengalokasian dan petunjuk teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

(5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.



(6) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak
30 % (tiga puluh perseratus).

(7) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf c
terdiri atas jenis:
a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pasal 12

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf a adalah pemberian berupa uang
dari pihak ketiga.

(2) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 11
ayat (7) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 13

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh desa.

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 14

(1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b,
terdiri atas kelompok :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga;

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan
sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa;

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
a. Pegawai
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

Pasal 15

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.



Pasal 16

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huiufb
digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang danjasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
a. alat tulis kantor;
b. bendapos;
c. bahan/ material;
d. pemeliharaan;
e. cetak / penggadaan;
f. sewa kantor desa;
g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
1. honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. Operasional BPD;
o. Insentdfrukun Tetangga / Rukun Warga; dan
p. Pemberian barang pada masyarakat / kelompok masyarakat;

(3) Insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyaiakat
desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 17

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c,
dipergunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan bsirang
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian / pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 18

(1) Dalam keadaan darurat dan/ atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa
dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaaan darurat dan/ atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan / atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan
bencana alam, social, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karenaKLB/wabah.
(5) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dianggarkan dalam belanja tidak terduga.



Pasal 19

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c di. atas,
meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri atas
kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;

(4) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan lanjutan

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk :
a. menutupi deiisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari

pada realisasi belanja

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

belum diselesaikan.

(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pencairan dan cadangan dari rekening dana
cadangan ke rekening kas Desa dalana tahun anggaran berkenaan.

(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan
desa yang dipisahkan.

Pasal 20

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf
b, terdiri dari:

a. Pembentukan dana cadangan; dan
b. Penyertaan modal desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetsipkan
dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.



(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang
penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala
desa.

BABV
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Pasal 21

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama
antara Kepala Desa dan BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil
Musyawarah dan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, sebelum ditetapkan oleh Kepala
Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui
Camat untuk dievaluasi.

(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

(4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

Pasal 22

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati
membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaigus
menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan
pemerintah desa.

(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7
(Tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa
dimaksud.

Pasal 23

(1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada Camat.



(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas wsktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan
sendirinya.

(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan
Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kenada
Bupati.

Bagian Kedna

Pelaksanaan APBDesa

Pasal 24

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui Kas Desa.

(2) Bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas untuk mempermudah
proses pencairan atau penyaluran dana bantuan, harus membuka rekening
Pemerintah Desa pada Bank Sumsel Babel yang telah ditunjuk Pemerintah
Daerah.

(3) Program, kegiatan dan bantuan yang masuk desa dan melalui Kas Desa
merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan harus didukung oleh bukta
yang lengkap dan sah.

(4) Pendapatan asli desa dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat serta hasil
gotong royong yang berupa:
a. sumbangan uang harus dimasukkan dan tercatat dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Desa baik dalam batang tubuh maupun lampiran;
b. lahan/tanah masyarakat yang dihibahkan untuk desa (jalan desa, MCK

dan sebagainya) tidak perlu dimasukkan dalam APBDesa karena akan
menemui kendala dalam menyusun pertangggungjawaban belanja desanya,
tetapi dicatat dalam Buku Data Inventaris Desa dan Data Tanah Milik
Desa/Tanah Kas Desa sebagai kekayaan desa dan dilaporkan dalam Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Swadaya Masyarakat;

c. bahan material, tenaga kerja, konsumsi dan lain sejenisnya yang tidak
berupa uang tidak perlu dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Desa karena akan menemui kendala dalam menyusun
pertangggungjawaban belanja desanya, tetapi hal ini dilaporkan dalam
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Swadaya
Masyarakat.

Pasal 25

(1) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang
menjadi wewenangdan tanggungjawabnya.



(2) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan kegiatan, bendahara desa diapat
menyimpan uang persediaan pada Kas Desa paling banyak sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selebihnya disimpan ke rekening

(3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetiipkan
dalam Peraturan Desa.

Pasal 26

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

(2) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
untukbelanja desa yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang
ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya
yang telah disahkan olehKepala Desa.

Pasal 27

(2)

(3)

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan liarus
disertai dengan dokumen antara lain rencanaanggaran biaya . , ,
Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divenfika&i oleh
Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap trndakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja keg^tan dengan rnemr^rgmiato
buku pembatu kas kegiatan sebagai pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan
didesa.

Pasal 28

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam P&sal27
ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

(2) Surat^rmmtaan^mbayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :
a. Surat permintaan pembayaran (SPP);
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 30

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana

kegiatan
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum

dalam rjermintaan pembayaran;



(2)

(3)

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila

tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. .. Q. .
Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagairrana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendaiiara
melakukan pembayaran. ± . , . , _
Pembayaran yang dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendaliara
melakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekeirung
kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/ atau jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati Musi
Rawas dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tanun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

c. terjadi penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan desa pada
tahun berjalan; dan / atau . . . .

d terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, knsis politik, Jtasis
ekonomi, dan/ atau kerusuhan social yang berkepanjangan;

e perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daeriah.
Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan l(satu) kali dalam 1 (satu) tadiun

(2)

(3)

(1)

(2)

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara
penetapan APBDesa.

Pasal 34

Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta
hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa ^.frkf"
setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,
perubahan diatW dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.
Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasiikan
kepada BPD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 35

(1) Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa.
(2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
(3) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui la]:>oran

pertanggungjawaban.



(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

(5) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
a. Buku kas umum;

b. Buku kas pembantu Pembantu Pajak

c. Buku Bank

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 36

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati berupa:
a Laporan semester pertama; dan
b. Laporan semester akhir tahun.

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufa disampaikan paling lambatpadaakhirbulanjulitahun berjalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huiuf b
disampaikan paling lambatpada akhir bulanJanuari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 37

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa

tahun anggaran berkenaan;
b. format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran

berkenaan; dan
c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang niasuk

ke desa.

Pasal 38

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 39

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksjmaan
APBDesa sebagaimana dimaksud Pasal 37 dan 38 diinformasikan kspada
masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah di akses
oleh masyarakat.



(2) Media informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 40

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

(2) Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara fungsional
oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) meliputi:
a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil

PajakDaerah,BagiHasilRetribusi Daerah;
b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa

yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBDesa;

c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan. aset
desa;

d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan
desa.

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
meliputi:
a. memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis aclministrasi keuangan desa;
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
c. memfasilitasi, mengeva'uasi dan melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi

Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah;

d. memfasilitasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan desa yang

mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan

pertanggung-jawaban APBDesa.
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BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

m <^tinr> tahun anearan desa harus menyusun Peraturan Desa tentang
(1) X2&£f£^^

Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati mi.
Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, **^^J***dapat mendirLn Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan .dan
potensidesa.

(31 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pada peraturan perundangundangan.
(41 Dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan desa, Pemerintah E)esa(4) d^mSnakan^mgutan/ urtSan desa terhadap warga^arakat desa

vanS diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Urunan Desa atauPe^tu^r Det^tentang Pendapatan Asli Desa^ dimana gg™^
Peraturan Desanya merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan
Sh Desa dan BPD dengan memperhatikan aspirasi dan masyarakat

(2)

desa.

(51 Isi atau materi Peraturan Desa tentang Pungutan/Urunan Desa atau
() tentang Pendapatan AsU Desa sekurang-kurangnya memuat antara lam .

rnaktSd dan tujuan pungutan/urunan, jenis urunan/pungutan, sasaranP^Stan^bjekTungutan, tarif/klasifikasi pungutan, teknis/mekamsme
neS^tan pera^i / partisipasi masyarakat. penggunaan hasrl pungutan danSfSsiat E diLggapP perlu) dan sebagainya serta. dilengkapi dengan
S^KepakDesa da? Keputusan Kepala Desa sebagai peraturan teknis
operasional di lapangan.

(fi\ Khusus Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
{) r£Sf P^StanXi^nataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan BPDSSSKSS^DS?paJi4 lama 3(tiga) hari disampaikan kepala

Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.

Pasal 45

(1 \ Sumber oendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi(1) ya^ sudSX^t oleh Prolinsi atau daerah tidak dibenarkan adanya
pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

(0\ Pimeutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak

Daerah.

Pasal 46

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, buku pembantu kas
Stan rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta
feSTtanggung jiwab belanja, laporan realisasi pelaksanaan apbdesa padaLrSS^erS^ln semester akhi/tahun serta ^ran pe^^gjawaban
reaHsasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IPeraturan
Bupati ini.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dengan
Peraturan Desa yang berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan-peraturan 3rang lain
untuk disesuaikan.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H.1SBANDI ARSYAD

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 5 Maret 2015

Pj.BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H.RIKI JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 07

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAt^l^RAH KABUPATEN MUSI RAWAS

v' A&BAGIAN HUKUM

MUKHLISy. SH. MH

^P^t6o623 199202 1003


